dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesiéxr

. bahwa Pegawas Negeri Sipil yang tersebut dalam
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ser.ta
syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Penat
Keuangan OPD (PPK-OPD); ‘
bahwa untuk terlaksananya maksud poin a dan poin b d
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengndalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukaﬂ
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77|
Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Necgzara
Rapublik Indonesia Tahun 1958 WNomor 108, Tambihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 ientang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281, .

. Undang-Undang Nomor 1 1ahun 2004 tentang Perbe
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomestg‘

4355),

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
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